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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam pergaulannya terdapat berbagai macam hubungan
hukum antar anggota masyarakat, yang mana dalam interaksi tersebut terdiri atas
banyak kepentingan. Kepentingan masyarakat yang tidak terbatas seringkali
menimbulkan konflik antar kepentingan, baik yang terjadi karena kesengajaan
maupun ketidaksengajaan. Konflik akan menimbulkan kerugian bagi para pihak
maupun orang lain. Berdasarkan peraturan hukum perdata seseorang dapat
memulihkan haknya apabila orang tersebut merasa dirugikan melalui pengadilan
negeri. Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan negeri dapat menjamin
suatu kepastian hukum. Terjaminnya kepastian hukum inilah yang diharapkan
akan memberikan rasa ketentraman dan rasa damai dalam masyarakat.

Pengajuan sita jaminan pada dasarnya bertujuan agar gugatan mempunyai
nilai eksekutorial, dengan demikian dimungkinkan untuk dapat mengajukan sita
jaminan dalam pengajuan gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 227
HIR/Pasal 261 RBg. Jika permohonan sita jaminan dari penggugat diterima oleh
pengadilan, maka sita jaminan dimaksud sah dan dikuatkan.!

Sita jaminan merupakan tindakan dimana suatu barang yang diambil atau
dimintakan oleh pihak yang merasa berhak akan barang tersebut, baik itu berupa

barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang digunakan sebagai jaminan,

! Endang Hadrian dan Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata di Indonesia:
Permasalahan Eksekusi dan Mediasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2020). him. 16-17.



dan tidak boleh diperjualbelikan maupun disewakan sebelum perkara tersebut
diputus oleh pengadilan. Pengaturan sita jaminan terdapat dalam Pasal 226 dan
Pasal 227 HIR (Herzien Indlandsch Reglement). Kedua pasal tersebut
menerangkan bahwa sita jaminan terdiri atas dua macam, yaitu sita jaminan
terhadap barang milik penggugat (pemohon) itu sendiri, dan sita jaminan terhadap
barang milik tergugat.

Lembaga Sita Jaminan mempunyai manfaat yang sangat penting dalam
perkara perdata yang menyangkut masalah antara lain hutang piutang/tuntutan
ganti rugi. Lembaga sita jaminan juga dapat menjaga barang-barang yang
disengketakan itu dari perbuatan penggugat yang ingin menjual ataupun
mengalihkan hak atas barang tersebut, sehingga bila tiba waktunya putusan
pengadila akan dilaksanakan dapat menjamin kepentingan dari pihak penggugat.?

Sita jaminan akan otomatis menjadi sita eksekutorial apabila hakim telah
mengabulkan gugatan dan telah dinyatakan sah, hal ini dalam rangka mendukung
putusan tersebut. Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan secara sebenar-
benarnya yaitu secara paksa oleh pengadilan, hal ini dikarenakan hanya putusan
yang bersifat condemnatoir saja yang dapat dilaksanakan dengan sarana pemaksa
sedangkan putusan yang bersifat declaratoir dan consitutif tidak memerlukan
sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya.

Pada kenyataannya sering terjadi dalam praktek beracara terdapat pihak
ketiga yang mengaku bahwa barang yang disengketakan dalam perkara tersebut

merupakan miliknya. Sehingga mengakibatkan kepentingan hukum atas barang

2 Yolan Dorneka Rorong, “Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik
Tergugat Dengan Memperhatikan Sema No. 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 19627, Jurnal Lex
Privatum, Vol. V, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2018), him. 69-70.



tersebut terganggu dengan diletakkannya sita jaminan. Kemudian dalam
pelaksanaannya barang yang ditujukan oleh penggugat tidak ditemukan.®

Proses penyelesaian perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap
pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Pasal 1340 KUH
Perdata berisikan mengenai prinsip konrak partai dimana dalam perjajian hanya
mengikat para pihak yang membuatnya, hal ini berlaku pula pada proses
penyelesaian perkara. Maka sehubungan dengan hal tersebut, pengabulan dalam
pelaksanaan sita jaminan dalam suatu perkara hanya terbatas pada harta kekayaan
tergugat dan tidak boleh melampaui harta kekayaan pihak ketiga.

Penyelesaian sengketa hukum dimana pihak satu disebut sebagai penggugat
dan pihak dua disebut dengan tergugat dan turut tergugat, kemudian ada pula yang
disebut pihak ketiga dimana pihak ketiga ini tidak ikut terlibat sama sekali dalam
perkara. Apabila timbul adanya hak yang dilanggar maka terdapat upaya hukum
dimana hukum bertujuan sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki
kesalahan dalam suatu putusan.*

Upaya hukum dalam hukum acara perdata dibagi menjadi dua, yaitu upaya
hukum biasa yang meliputi perlawanan (verzet), banding (revisi), dan kasasi
(cassatie), serta upaya hukum luar biasa yang dapat berupa peninjauan kembali

dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).

3 Kevin Kaskarino Putranis Waruwu, Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa
yang Berada di Tangan Pihak Ketiga dalam Penanganan Perdata (Studi di Pengadilan Negeri
Medan), Skripsi (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019),
him. 6.

4 Ahmaturrahman, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Indralaya: Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya, 2020). him. 114.



Tergugat dalam praktiknya tidak jarang mengajukan keberatan atas
penyitaan yang diletakkan terhadap harta kekayaan dengan dalih, barang yang
disita tersebut merupakan milik pihak ketiga. Namun jika benar barang tersebut
merupakan milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan
keberatan melalui upaya derden verzet. Perlawanan yang diajukan oleh pihak
ketiga tersebut dapat berupa perlawanan pihak ketiga terhadap Conservatoir
Beslag yang sering disingkat dengan CB (sita jaminan). Mahkamah Agung dalam
putusannya Nomor: 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan bahwa sita jaminan yang
diletakkan di atas barang atau harta kekayaan milik pihak ketiga memberi hak
kepada pemiliknya untuk dapat mengajukan derden verzet. Pengajuan derden
verzet dapat dilakukan selama belum mempunyai kekuatan hukum tetap.®

Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) diajukan terhadap suatu putusan
yang merugikan pihak ketiga (pasal 378 Reglement op de Burgerlijk
Rechtsovrdering) yang mana perlawanan ini diajukan kepada hakim yang
memberikan putusan terhadap perkara tersebut dengan menggugat para pihak
yang bersangkutan (Pasal 379 Reglement op de Burgerlijk Rechtsovrdering).
Kemudian apabila perlawanan tersebut dikabulkan, maka putusan yang merugikan
pihak ketiga harus diperbaiki (Pasal 382 Reglement op de Burgerlijk
Rechtsovrdering). Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi merupakan
perlawanan atas suatu penyitaan terhadap suatu benda atau barang yang
disebabkan oleh putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan merupakan perlawanan

® Tri Jata Ayu Pramesti, “Seluk Beluk Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)”, Hukum
Online, 2013, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-derden-verzet-
perlawanan-pihak-ketiga-1t516d85bd40408, pada tanggal 27 September 2022, pukul 19.20 WIB.



https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-derden-verzet-perlawanan-pihak-ketiga-lt516d85bd40408
https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-derden-verzet-perlawanan-pihak-ketiga-lt516d85bd40408

terhadap putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam
hukum acara perdata terdapat dua macam sita jaminan yaitu sita yang dilakukan
terhadap barang tergugat (conservatoir beslag) dan sita yang dilakukan terhadap
barang milik penggugat (revindicatoir beslag). Jika pihak ketiga merasa baik
barang Tergugat maupun barang Penggugat yang dilekatkan sita jaminan tersebut
merupakan miliknya maka dapat mengajukan perlawanan.

Bagi pihak Kketiga disebut perlawanan atau bantahan sedangkan
bagipenggugat semula yang atas permohonan sita tersebut disebut “Terlawan
Penyita” dan pihak Tergugat yang disita disebut “Terlawan Tersita”. Bantahan
atau perlawanan tersebut tidak dapat menunda eksekusi kecuali ketua memberikan
perintah penangguhan sampai adanya putusan pengadilan. Apabila pihak ketiga
dapat memberikan alasan dengan dasar bukti-bukti yang otentik bahwa benda atau
barang tersebut benar miliknya, maka ketua dapat menunda pelaksanaan
penyitaan dan penjualan lelang atas barang.® Perlawanan pihak ketiga sebagai
upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi. Mengenai
perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan tidak diatur secara khusus dalam
RBg, HIR, atau Rv. Namun dalam praktiknya pengaturan mengenai perlawanan
pihak ketiga terhadap sita jaminan dapat dilihat dalam yurisprudensi putusan
Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1962 Nomor 306 K/Sip/1962, putusan
tersebut mengatakan bahwa meskipun perlawanan terhadap pensitaan
conservatoir tidak diatur secara khusus, namun menurut yurisprudensi perlawanan

pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima.

6 M. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya,
2009). him. 210-211.



Penulis mengangkat perkara perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)
terhadap sita jaminan dalam perkara perdata dengan merujuk pada Putusan
Mahkamah Agung Nomor 953 PK/Pdt/2018 dengan duduk perkara sebagai
berikut, putusan ini merupakan putusan peninjauan kembali yang dilakukan oleh
Yoemin Kusuma dan Edyson selaku para pemohon peninjauan kembali dengan
melawan Fiece Kosasih, Deice selaku para termohon peninjauan kembali dan
NoemNawar, Ahli waris Syah Karto, ahli waris Alm. Bakhri Nuh, Pemerintah RI
di Jakarta c.g. Menteri Dalam Negeri pemerintahan Provinsi Sumatera Utara c.q.
pemerintah Kabupaten Deli Serdang selaku para turut termohon.

Perlawanan yang diajukan oleh para pelawan tersebut dikabulkan sebagian
oleh  Pengadilan  Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan Nomor
46/Pdt.G/PIw/2012/PN Lp. Tanggal 2 Januari 2013, yang amarnya menyatakan
eksepsi pihak terlawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya dan dalam pokok
perkara menyatakan perlawanan pihak ketiga pelawan dikabulkan untuk sebagian,
menyatakan para pelawan sebagai pemilik yang sah satu-satunya tanah yang
disengketakan tersebut serta mengangkat kembali sita jaminan tertanggal 1
Oktober 2009 Nomor 36/Pdt.G/2009/PN.Lp dengan berita acara sita jaminan
nomor 14/CB/200/Pdt.G/2009/PN.Lp atas dasar penetapan majelis hakim nomor
36/Pdt.G/2009/PN.Lp. kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan
Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 17/PDT/2014/PT-MDN tanggal 6 Maret
2014, kemudian pemohon kasasi atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah
Agung dengan putusan Nomor 641 K/Pdt2015 tanggal 28 Agustus 2015.

Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 641 K/Pdt2015



diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Juli 2017. Pada
pokoknya para pemohon peninjauan kembali mendalilkan bahwa dalam putusan
ini terdapat kekhilafan hakim dengan dalil itulah pemohon peninjauan kembali
melakukan permohonan ini.’

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahasnya secara ilmiah
dalam bentuk skripsi yang berjudul: Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)
Terhadap Sita Jaminan dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah

Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang dibahas dalam

penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)
terhadap sita jaminan dalam hukum acara perdata?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018 mengenai perlawanan pihak ketiga
(Derden Verzet) terhadap sita jaminan dalam perkara perdata?

3. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018 telah
sesuai atau tidak dengan peraturan yang mengatur mengenai perlawanan
pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap sita jaminan dalam hukum acara

perdata?

7 Pertimbangan Hakim, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018.



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian iniadalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlawanan pihak ketiga
(Derden Verzet) terhadap sita jaminan dalam hukum acara perdata.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim
Mahkamah Agung dalam perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)
terhadap sita jaminan atas Putusannya Nomor: 953 PK/Pdt/2018.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor:
953 PK/Pdt/2018 telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang mengatur
mengenai perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap sita jaminan

dalam hukum acara perdata.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis,
sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis dalam penelitian ini penulis berharap akan dapat memberikan
manfaat, sebagai berikut:
a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan dan literatur
bacaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata.

b) Untuk menambah khasanah perkembangan hukum perdata.



c) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperbanyak literatur bacaan
mengenai perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap sita

jaminan.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis
terhadap:
a) Penulis atau Peneliti
Untuk menambah pengalaman dan sarana pembelajaran penulis dalam
melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
b) Hakim
Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan masukan bagi hakim
dalam memutus suatu perkara khususnya perlawanan pihak ketiga
terhadap sita jaminan dalam perkara perdata.
c¢) Pihak Ketiga atau Penggugat dan Tergugat
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pihak
yang berperkara dalam mengambil langkah-langkah hukum apabila
terjadi permasalahan sita jaminan terhadap barang milik pihak ketiga
dalam acara perdata.
d) Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
pemahaman masyarakat mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan

jika harta benda mengalami sita jaminan.
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E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus dan tujuan awal, maka
penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya membahas mengenai
pengaturan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap sita jaminan dalam
hukum acara perdata, pertimbangan hakim dalam perlawanan pihak ketiga
(Derden Verzet) terhadap sita jaminan atasPutusan Mahkamah Agung Nomor:
953 PK/Pdt/2018, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor: 953 PK/Pdt/2018
telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang mengatur mengenai perlawanan

pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap sita jaminan dalam hukum acara perdata.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan Batasan terhadap teori yang
akan dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian. Hukum perdata sendiri
memiliki banyak teori yang dapat dipergunakan dalam penelitian. kaitannya
dengan penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori,® sebagai

berikut:

1. Teori Keadilan

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai
keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.
Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat
konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa

keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

8 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010). him. 105-113.
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Keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara
sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan
tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan
manusia sehari-hari. Hati nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena
berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Terhadap keadilan,
Radbruch menyatakan: “Summum ius summa inuiria” yang berarti keadilan
tertinggi adalah hati nurani. Radbruch punya penekanan dan mengoreksi
pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan.® Teori
keadilan yang akan digunakan sebagai berikut:

a. Teori keadilan substantif

Dimana keadilan substantif merupakan keadilan yang terkait dengan isi
putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang
dibuat dalam pertimbangan yang rasional, kejujuran, objektivitas, tidak
memihak dan tidak diskriminasi serta didasarkan pada hati nurani.

b. Teori keadilan prosedural

Keadilan prosedural merupakan Kkeadilan yang terkait dengan
perlindungan hak-hak hukum para pihak dalam setiap tahapan proses

pengadilan.

Penulis menggunakan teori keadilan ini sebagai sarana dan alat untuk

membahas dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 953 PK/Pdt/2018

° Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav
Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia”, diakses dari
https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruchdan-mashab-
positivisme-di-indonesia/2/, Pada tanggal 27 september 2022, pukul 18.31 WIB.



https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruchdan-mashab-positivisme-di-indonesia/2/
https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruchdan-mashab-positivisme-di-indonesia/2/
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telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang mengatur perlawanan pihak ketiga
terhadap sita jaminan dalam hukum acara perdata.
2.Teori Kepastian Hukum
Menurut Sudikno Metukusumo, ketika suatu hukum terdapat jaminan dapat
dijalankan dengan baik maka di situlah letak Kepastian Hukum. Kepastian hukum
menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang
dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan itu memiliki
aspek yuridis yang dapat menjamin tercapainya kepastian dimana hukum sebagai
suatu peraturan yang harus ditaati.*°
Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan
salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa
dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang
memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu
sebagai berikut:
a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif
ialah perundang-undangan.
b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat
berdasarkan pada kenyataan.
c. Fakta yangtercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang
jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau
penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

10 Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012). him.
30.
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Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan
pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian
hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum
adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk
dari Perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai
kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur
kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati
meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian
hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Kepastian yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah
supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus
ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. Hal ini berarti
kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar
mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan
manayang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-
wenangan pemerintah.?

Penulis menggunakan teori kepastian hukum ini sebagai sarana dan alat
untuk membahas dan menganalisis pengaturan perlawanan pihak ketiga (Derden
Verzet) terhadap sita jaminan dalam hukum acara perdata serta Putusan
Mahkamah Agung Nomor 953 PK/Pdt/2018 telah sesuai atau tidak dengan
peraturan yang mengatur perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam

hukum acara perdata.

11 |da Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, Loc.Cit.,
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3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan menurut Wiryono Kusumo merupakan dasar putusan hakim
dalam memutus suatu perkara. Jika pertimbangan hakim yang dituangkan dalam
bentuk argumen tersebut tidak benar dan tidak sepantasnya, maka dapat dikatakan
bawa putusan tersebut tidak benar dan tidak adil. Hakim dalam memutus suatu
perkara memiliki pertimbangan hukum yang diambil dari bukti-bukti serta fakta-
fakta yang ada. Pembuktian diperlukan oleh hakim untuk menjadi bahan
pertimbangan dalam memutus perkara. Pertimbangan hakim menjadi hal yang
penting dimana dapat mewujudkan putusan hakim yang mengandung unsur
keadilan didalamnya (ex aequo et bono) dan mengandung unsur kepastian hukum
serta bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim dapat
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung apabila pertimbangan
tersebut tidak teliti, cermat, dan baik.!? Pertimbangan hakim hendaknya memuat
pokok persoalan, dalil-dalil, serta analisis yuridis.

Terdapat 2 (dua) jenis pertimbangan yang harus ada dalam suatu putusan,
sebagai berikut:

a. Pertimbangan Mengenai Duduk Perkara

b. Pertimbangan Mengenai Hukumnya

Pembagian tugas antara para pihak dan hakim dalam proses beracara,
dimana dalam hal ini tugas bagi para pihak ialah untuk mengetahui peristiwanya

atau dengan kata lain para pihak harus mengetahui faktanya, sedangkan tugas

12 A, Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004). him. 140.
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hakim ialah untuk mengetahui hukumnya.'® Sebagai mana yang termaktub dalam
Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
mengatakan bahwa dalam memutuskan perkara hal terpenting ialah kesimpulan
hukum dari fakta yang ada dalam persidangan.*

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini sebagai sarana dan alat

untuk membahas dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah

Agung dalam Putusannya Nomor 953 PK/Pdt/2018.

G. Metode Penelitian

Penelitian dibutuhkan guna memperoleh data yang valid untuk dapat
digunakan dalam penyelesaian suatu permasalahan dengan didasarkan pada fakta
dan data yang telah dikumpulkan serta dapat dipertanggungjawakan
kebenarannya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, penelitian merupakan
upaya dalam mendapatkan signifikasi antara fakta yang diamati secara rinci dan
dengan menggunakan metode serta teknik tertentu.'®

Penelitian merupakan suatu upaya (ilmiah), hal ini menyebabkan suatu
metodologi penelitian menjadi unsur penting dalam penelitian dan bersifat
menyesuaikan mengikuti ilmu pengetahuan yang ingin diteliti secara keseluruhan.
Hukum memerlukan penelitian hukum sebagai proses dalam menemukan dan
menentukan aturan atau ketentuan hukum, prinsip-prinsip atau asas hukum, serta

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu dan permasalahan hukum yang ada

13 Ahmaturrahman, Op. Cit., him. 107.

14 Nur Iftitah Isnantiani, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di
Pengadilan”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII, No. 2, (Purwokerto: Universitas
Muhammadiyah, 2017), him. 44.

15Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2007). him. 3.
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dalam masyarakat. Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu
yang berbeda dari cabang ilmu lainnya, oleh sebab itu ilmu hukum berbeda dari
ilmu-ilmu pengetahuan lainnya dan merupakan cabang keilmuan tersendiri,

karena hukum merupakan ilmu yang memiliki disiplin tersendiri.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum
maupun doktrin hukum yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang sedang
dihadapi. 6 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.
Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji
tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin
hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan
hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian
hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan
sumber bahan  hukum yang  berupaperaturan  perundang-undangan,
keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum,

teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-

undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas

16 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), him. 35.
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(diteliti). 1" Adapun diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
b. Pedekatan konseptual (Conceptual Approach)

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan konseptual merupakan
pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan kasus (Case Approach)

Pendekatan ini mempelajari mengenai pelaksanaan norma atau kaidah
hukum yang dilaksanakan dalam praktik hukum untuk mendapatkan petunjuk
terhadap dampak dari adanya penormaan dalam suatu aturan hukum yang menjadi
praktik hukum serta mempergunakan hasilnya sebagai bahan masukan dalam

eksplanasi hukum.*®

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang di gunakan penulis dalam penelitian ini
meliputi sumber data sekunder yang terdiri atas sumber bahan hukum primer,
sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier, sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari
Norma dan Kaedah dasar, Peraturan Dasar, dan Peraturan Perundang-Undangan
Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini

meliputi, sebagai berikut:

7 Soerjono Soekanto, Op.Cit., him. 96.
18 Jonaedi Effendi dan Johny lbrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris,
(Jakarta: Prenada media Group, 2018). him. 17.
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I. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

i. Herzien Indlandsch Reglement (HIR)
iii. Reglement op de Burgerlijk Rechtsovrdering (Rbg)
iv. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/1991

v. Putusan Mahkamah Agung Nomor 953 PK/PDT/2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dalam
jurnal dan majalah, Metode Penelitian Hukum atau pendapat para pakar di bidang

hukum.*®

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti
kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia yang berkaitan dengan

penelitian ini.

4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai
Teknik pengumpulan data, studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis
mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara

luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, melalui Peraturan

9 1bid., him. 61-62.
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perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang mengkaji isu

hukum serupa terkait perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini
menggunakan metode penafsiran hukum berupa penafsiran kualitatif. Metode
penafsiran kualitatif merupakan metode penafsiran berdasarkan pada aturan
hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,
serta bahan tertulis lainnya yang kemudian dianalisis kemudian akan memberikan
gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti, mencari pemecahan
masalahnya kemudian menarik kesimpulan sehingga dapat memperoleh suatu

hasil dari permasalahan yang sedang diteliti.?

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau
dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum
yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu

permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

20 Zainuddin Ali, MetodePenelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). him. 105.
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